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Abstrak

Masyarakat sipil terlibat aktif dalam memantau kebijakan publik melalui berbagai mekanisme seperti
pemantauan implementasi kebijakan, pelaporan pelanggaran, dialog dengan pemerintah dan advokasi.
Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan media sosial telah memperluas ruang partisipasi dan
mempercepat penyebaran informasi yang relevan dengan kebijakan publik. Namun efektivitas pengawasan
tersebut dipengaruhi oleh tingkat literasi politik masyarakat, kecukupan akses informasi, dan dukungan
regulasi pemerintah.

Kata kunci: Partisipasi, Masyarakat, Partisipasi masyarakat, Kebijkan publik

PENDAHULUAN

Pada masa Pemerintah Orde Baru berkuasa di Indonesia, pengambilan kebijakan publik
sering kali dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah secara fteknokratis. Selain itu proses
pembuatan kebijakan juga sering dilakukan semata-mata bersandar pada orang-orang ahli yang ada
di pusat dengan kurang memperhitungkan aspirasi masyarakat di daerah, bahkan tidak melibatkan
pemerintah lokal. Mobilisasi sosial dengan kekuatan birokrasi sering kali mendominasi penetapan
kebijakan. Akibatnya, masyarakat selalu menjadi tertekan dan tidak mampu menumbuhkan inisiatif
lokal secara mandiri karena mereka telah menjadi the real silent majority. Namun, pada saat era
reformasi bergulir, terjadilah ledakan partisipasi. Akan tetapi karena secara kultural dan
institusional masyarakat kita belum memiliki pengalaman berdemokrasi maka ledakan partisipasi
tersebut justru sering mendatangkan hal-hal yang bersifat negatif dan destruktif ( Budiman, 2001).

Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau
sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan
memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan
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pemerintah, public policy. Secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti
memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu
partai atau kelompok kepentingan mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat
pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya (Budiardjo, 2009).

Selama ini kegiatan partisipasi masyarakat masih dipahami sebagai upaya mobilitas
masyarakat untuk kepentingan Pemerintah atau Negara. Padahal sebenarnya partisipasi idealnya
masyarakat ikut serta dalam menentukan kebijakan Pemerintah yaitu, bagian dari kontrol
masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah. Partisipasi politik akan berjalan selaras manakala
proses politik berjalan secara stabil. Sering kali ada hambatan partisipasi politik ketika
stabilitas politik belum bisa diwujudkan, karena itu penting untuk dilakukan oleh para
pemegang kekuasaan untuk melakukan proses stabilisasi politik. Di samping itu pula proses
berikutnya melakukan upaya Kelembagaan politik sebagai bentuk dari upaya untuk memberikan
kesempatan kepada masyarakat untuk mengaktualisasikan cita-citanya.

Sebuah catatan penting yang harus dimengerti dari adanya upaya peningkatan peran serta
masyarakat di sini ialah, bahwa untuk mewujudkan hal tersebut tentunya mengingatkan kembali
kepada sebuah konsep masyarakat madani (civilsociety), di mana merupakan sebuah masyarakat
yang memiliki kebebasan yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, bebas dari rasa takut,
dan senantiasa mengembangkan kerja sama yang didasarkan atas kepercayaan, sehingga muncul
inisiatif dan partisipasi warga masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Sirajudin
dkk, 2010).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode studi pustaka (/ibrary
research), yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena partisipasi politik
masyarakat sipil dalam kebijakan publik. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk
menggambarkan proses-proses partisipasi masyakarat pada kebijakan publik. Dengan metode ini,
peneliti berusaha mengungkap makna di balik tindakan politik dan narasi yang berkembang dalam
ruang publik .

Data yang di kumpulkan dari berbagai sumber skunder yang kredibel, seperti jurnal ilmiah
nasional dan internsional. Buku akademik, artikel berita darimedia massa terpercaya, serta laporan-
laporan penelitian dari lembaga dan organisasi masyarakat sipil. Proses pengumpulan data
dilakukan dengan cara telaah literatur yang sistematis untuk memperoleh pemahaman menyeluruh
menegenai fenomena yang dikaji.

Selanjutnya, data di analisis secara deskriptif-analitis. Analisis deskriptif digunakan untuk
menggambarkan bagaiamana partisipasi masyarakat dan kebijikan publik , sementara analisis
bertujuan untuk menilai dampak partisipasi masyarakat terhadap kebijakan publik. Validasi data
diperoleh melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan dan mengkroscek informasi dari
berbagai referensi untuk mendapatkan pemahaman yang objektif dan mendalam. Dengan
pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan kontribusi konsenptual terhadap kajian
partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Politik

Kata partisipasi merupakan hal tentang berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan
atau berperan serta, peran politik terkait erat dengan aktivitas-aktivitas politik, mulai dari peranan
para politikus profesional, pemberian suara, aktivitas partai hingga demontrasi. Dalam pengertian
umum, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta dalam
secara aktif dalam kehidupan politik. Kegiatan ini dapat berupa pemberian suara dalam pemilihan
umum, menjadi anggota suatu partai dan lain sebagainya.

Dalam konteks ini, partisipasi menjadi fungsi demokrasi , agar kekuasaan selalu berorientasi
pada publik, tiada demokrasi tanpa partisipasi politik warga, sebab partisipasi merupakan esensi
dari demokrasi. Bila suatu negara membatasi akses dan keterlibatan warganya dalam setiap
pengambilan keputusan, maka demokrasinya belum dapat dikatakan berkembang seacra baik.
Adanya kebebasan rakyat dalam menjalankan partisipasi politik menjadi ukuran elementer, untuk
melihat eksitensi demokrasi dalam suatu negara.

Demokrasi sebagai suatu sistem politik berupaya untuk memberikan wadah selus-luasnya
kepada rakyat untuk turut berpartisipasi atau ikut serta secara politik dalam penyelenggaraan
pemerintahan. Kekuasan yang otoriter, fasis dan anti demokrasi biasanya menenggelamkan adanya
partisipasi politik warga. Urusan kekuasaan diserdehanakan hanya sebatas milik para elite politik.
Sedangkan rakyat dikondisikan ke arah apatisme. Apatisme sebenarnya merupakan produk sosial,
ekonomi dan pengaturan politik tertentu, seperti dimasa orde baru, berbagai regulasi digunakan
untuk membandingkan partisipasi politik rakyat. Rakyat tidak bebas berekspresi dan berorganisasi.
Adanya perbedaan pendapat, kritik dan protes masa dikendalikan dengan teror, kekerasaan dan
bentuk-bentuk represi lainnya, serta menjadi subjek dalam menentukan arah maa depan societynya.

Dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan
kebijakan, mulai dari pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, serta merupakan
kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupn politik,
yaitu dengan jalan memilih pimpinan warga secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi
kebijaksanaan pemerintah.

Partisipasi Masyarakat

Sebenarnya konsep atau istilah Partisipasi sangat sering. Telah lama dikenal dalam berbagai
literatur sains. Namun sebagai sebuah konsep dan praktik operasional, hal ini baru saja dimulai
Sejak tahun 1970an, Ketika beberapa organisasi internasional Mempromosikan praktik partisipatif
Dalam perencanaan dan implementasi mengembangkan. Ada beberapa bentuk atau jenis partisipasi,
terutama ketika Terkait dengan latihan membaca Membangun masyarakat yang demokratis, Hal ini
meliputi: 1) partisipasi politik dan 2) Partisipasi sosial.

Partisipasi politik sering kali dipahami sebagai interaksi antara individu atau kelompok,
biasanya partai politik, dengan pemerintahan. Oleh karena itu, partisipasi politik kerap
diasosiasikan dengan sistem demokrasi, representasi, dan keterlibatan yang tidak langsung.
Sementara itu, partisipasi sosial sering kali diartikan sebagai penglibatan masyarakat dalam inisiatif
pembangunan. Bentuk partisipasi ini sering kali diterapkan pada masa pemerintahan Orde Baru.
Dengan demikian, partisipasi sosial sering dipahami sebagai keterlibatan masyarakat dalam gotong
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royong untuk mendukung proyek pembangunan negara yang bersifat mandiri dari masyarakat,

meskipun dalam praktiknya, partisipasi sering kali dilihat sebagai tanggung jawab masyarakat
untuk membantu pemerintah dan bukan sebagai hak masyarakat untuk menerima informasi serta
dukungan dari pemerintah.

Partisipasi sosial lebih tepat diartikan sebagai upaya terorganisasi untuk meningkatkan
pengawasan kedalam sumber daya dan lembaga pengatur dalam keadaan sosial tertentu oleh
berbagai kelompok dan gerakan yang sampai sekarang dikesampingkan dalam fungsi pengawasan.
Dalam pengertian ini partisipasi dikemukankan di luar negara atau lembaga-lembaga formal
pemerintahan. Sebab sifatnya yang berada di luar lembaga formal pemerintahan, lalu konsep ini
dapat disebut sebagai partisipasi sosial. Selain itu juga, partisipasi sosial ditempatkan sebagai
keterlibatan masyarakat terutama dipadang sebagai konsultasi atau pengambilan keputusan didalam
semua tahapan siklus proyek pembangunan dari kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, dan sampai
pemersatuan serta evaluasi program.

Partisipasi Masyarakat Sipil Dalam Kebijakan Publik

Kebijakan pubblik merujuk pada keputusan, aturan dan segala program yang telah di
rumuskan oleh pemerintahan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
Kebijakn ini dapat mencakup dalam berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, lingkungan,
hingga pembangunan infrastruktur. Didalam proses pembuatannya, kebijakan publik harus
dilandaskan pada analisi yang mendalam dan serta partisipasi berbagai pemangku kepentingan agar
hasilnya dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pembuatan kebijakn idealnya
harus mempertimbangkan masukan dari berbagai elemen masyarakat agar kebijakn yang dihasilkan
bersifat inklusif serta adil, namun kenyataannya seringkali kebijakan publik dibuat tanpa
melibatkan partisipasi aktif masyarakat yang luas, hal ini yang mengakibatkan kesenjangan anatara
apa yang telah di rencanakan oleh pemerintah dan apa yang telah benar-benar dibutuhkan oleh
masyarakat.

Ada dua pola yang dapat dilakukan dalam rangka menggalang partisipasi masyarakat untuk
dalam pembuatan kebijakan publik d era demokratisasi seperti yang sedang bergulir di tanah air
akhir-akhir ini, yaitu tentang partisipasi tidak langsung, seperti partisipasi melalui media massa dan
partisipasi langsung dengan menggunakan struktruktur mediasi. Meskipun boleh diakui bahwa
pola-pola partisipasi ini masing-masing memiliki keunggulannya dan kelemahnnya. Partisipasi
dapat dibedakan menjadi partisipasi manipulasi (bersifat manipulatif) dan partisipasi konsultatif.
Partisipasi dapat dikatakan manipulatif karena pemerintahan memberikan informasi yang keliru
kepada masyarakat publik, namun menurut Suhirman menyatakan bahwa para praktisi menerima
bahwa konsep manipulasi pada dasarnya bukanlah partisipasi. Partisipasi yang bersifat konsultatif
adalah partisipasi diaman pemerinatah meminta saran dan kritik pada sebelum keputusannya
ditetepakan, namun sayangnya konsultasi ini seringkali hanya bersifat formalitas atau untuk
diperalat melegitimasi belaka saja. Karena memang pada kenyataannya adalah saran dan kritik
masyarakat tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

1. Partisipasi Tidak Langsung

Partisipasi melalui yang melalui media massa termasuk bentuk partisipasi tidak langsung,
media komunikasi yang secara prinsip terbagi menjadi dua bentuk yaitu, media cetak (koran,
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majalah, tabloid, dan lain sebagianya) dan elektonik (radio, telivisi, internet, dan sebaginya).

Kedua bentuk media komunikasi ini sebagai konsekuensi yang secara terselubung yang
memiliki kepentingan ekpansif untuk memperluas wilayah komunikasi, meningkatkan budaya-
budaya, mengikat berbagai kepentingan dan space binding culture, namun memangd harus
diakui bahwa kemajuan teknologi komunikasi telah memperluas peran masyarakat dalam
partisipasi politik.

Proses partisipasi politik tidak lagi sekedar melalui diskusi langsung yang terkait oleh
dimensi ruang, tetapi juga tidak terikat oleh dimensi waktu, di era sekarang juga sering
diselenggarakan diskusi publik melalui talk show di radio atau di televisi yang umumnya bersifat
interaktif. Hal ini sudah jelas merupakan sebuah proses politik yang dimediasi oleh teknologi
komunikasi elektronik. Sistem politik demokrasi dapat memperoleh dukungan dengan
perkembangan teknologi komunikasi karena proses politik dapat di pindahkan dari ruang publik
fisik ke ruang publik cetak dan eletronik yang kemudian menghasilkan fenomena online politic.
Perluasan ruang politik akibat kemajuan teknologi komunikasi tersebut dapat dipandang sebagai
salah satu cara untuk semakin mengefesiensikan lembaga politik guna untuk mendukung
demokrasi.

2. Partisipasi Langsung

Partisipasi langsung dapat di definisikan sebagai partisipasi yang melibatkan banyak orang
memanfaatkan ruang publik fisik untuk tujuan artikulasi kepentingan. Partisipasi langsung dapat
berupa partisipasi yang menepati ruang publik fisik seperti gedung DPR, Balai pertemuan,
Lapangan terbuka, dan lain sebagainya. Salah satu contohnya adalah dengar pendapat yang
dilakukan anatar warga masyarakat dengan pihak eksekutif atau legislatif di gedung DPR dalam
rangka mencapai kesepakatan atas suatu kebijakan publik tertentu. Partisipasi langsung
melibatkan warga masyarakat di ruang publik selain untuk memberi masukan kepada eksekutif
dan legislatif dalam mengambil kebijakan juga dapat digunakan untuk melakukan tekanan
politik terhadap kedua lembaga tersebut. Tekanan-tekanan tersebut berupa permintaan
sekelompok orang untuk merealisasikan kepentingan mereka, mengevaluasikan kebijakan
tertentu atau membatalkan undang-undang partisipasi dan lain sebagainya. Pada umumnya
partisipasi langsung yang menggunakan pengarahan massa bertujuan untuk melakukan unjuk
rasa diorganisir oleh organisasi sosial atau politik. Oleh sebab itu tidak jarang terjadi bias-bias
kepentingan organisasi tertentu atau politisasi kepentingan publik untuk memperoleh dukungan
masyarakat.

Peran Masyarakat Sipil Dalam Pengawasan Masyarakat

Pengawasan yang di lakukan oleh masyarakat adalah mekanisme penting dalam menjaga agar
pemerintahan tetap bertangung jawab (accountability) atas kebijakan yang diambilnya. Berikut
adalah beberapa alasan mengapa peran masyarakat sangat penting dalam pengawasan ini:

1. Akuntabilitas Pemerintah: dengan adanya pengawasan dari masyarakat, pemerintahan dan
mempertanggung jawabkan setiap langkah yang diambilnya. Hal ini mengurangi peluang
terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.
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2. Transparasi: partisipasi masyarakat memungkinkan terbentuknya sistem informasi yang terbuka,

masyarakat dapat memantau alokasi anggaran, implementasi program, dan hasil yang dicapai,
sehingga setiap ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan busa segera terdeteksi.

3. Keterwakilan Aspirasi Publik: pengawasan aktif membantu memastikan bahwa kebijakan yang
di ambil pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, suara masyarakat yang
terintegrasi ke dalam proses pengambilan keputusan dapat mendorong kebijakan yang lebih
responsif.

4. Perbaikan Berkelanjutan: umpan balik dari masyarakat memberikan masukan yang berharga
bagi pemerintahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki sebuah kebijakan yang sudah ada, hal
ini dapat menciptakan siklus perbaikan berkelanjutan yang meningkatkan efektivitas kebijakan
publik.

Tantangan Mayarakat Sipil Dalam Pengawasan Kebiajkan Publik

Walaupun peran masyarakat sangat penting, terdapat sejumlah tantangan yang menghambat
efektivitas pengawasan terhadap kebijakan publik, anatara lain:

1. Keterbatasan Akses Informasi: Meskipun pemerintahan telah dibuka akses data melalui portal
transparasi, tidak semua masyarakat memiliki kemampuan atau sumber daya untuk
menginterpretasikan data tersebut, kesenjangan informasi ini dapat mengurangi partisipasi aktif
dari kelompok masyarakat tertentu.

2. Kurangnya Edukasi Publik: Tidak semua warga negara memiliki pemahaman yang memadai
tentang tata kelola pemerintahan dan proses pengambilan keputusan kebijakan, tanpa
pemahaman yang baik, kritik dan masukan yang diberikan tidak selalu kontruktif.

3. Tekanan Politik dan Ekonomi: Terkadang, pengawasan yang di lakukan oleh masyarakat
mendapatkan tekanan dari kepentingan politik atau ekonomi tertentu, kelompok- kelompok
tertentu dapat menggunakan kekuatan finansial atau pengaruh politik untuk mneghambat
pengawasan yang objektif.

4. Resiko Keamanan dan Intimidasi: Aktivitas dan anggota organisasi masyarakat sipil sering
mengahapi resiko intimidasi atau bahkan kekerasaan sat mengungkap penyimpangan dalam
kebijakan publik, hal ini menciptakan iklim ketakutan yang dapat menghambat keterlibatan aktif
dalam pengawasan.

KESIMPULAN

Pengambilan kebajikan publik yang demokrasi tidak dapat melepaskan diri dari aspek
partisipasi masyarakat. Namun sebab masa kekuasaan Orde Baru yang otoriter selama lebih dari 30
tahun tidak mensosialisasikan keterlibatan masyarakat hingga akar rumput dalam proses
pengambilan kebijakan publik, maka dari itu masyarakat indonesia kurang memiliki kemampuan
dalam menggalang partisipasi masyarakat secara riil, untuk mewujudkan kebijakan publik yang
representatif maka partisipasi masyarakat secara aktif diperlukan mengingat prilaku eksekutif dan
legislatif yang sering kali meninggalkan aspirasi rakyat ketika meraka sudah duduk di kursi empuk.
Partisipasi rakyat yang secara aktif ini diperlukan disamping sebagai kekuatan kontrol terhadap
jalannya kekuasan juga sebagai sarana masukan dalam setiap pembuatan kebijakan publik.
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Untuk mengatasi ketimbangan akses partisipasi diperlukan sinergi dengan pola partisipasi

yang lain, yaitu partisipasi melalui struktur mediasi dan partisipasi rakyat secara langsung.
Masyarakat sipil, yang terdiri dari berbagai organisasi non-pemerintah, komunitas, dan individu,
berperan aktif dalam mengawasi pelaksaan kebijakan publik untuk memastikan transparansi,
akuntabilitas, dan keadilan dalam pemerintahan. Melalui pengawasan ini, masyarakat dapat
mendorong pemerintahan agar lebih responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan publik serta
mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.

Untuk memperkuat peran masyarakat sipil dalam pengawasan kebijakan publik, diperlukan
sinergi anatara pemeritahan dan masyarakat, peningkatan literasi politik serta perluasan akses
informasi. Dengan demikian, masyarakat sipil tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga mitra aktif
dalam proses demokrasi dan pembangunan bangsa, pada akhirnya mengahasilkan kebijakan publik
yang lebih inklusif, transparan, dan akuntabel.
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